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ABSTRACT

The implementation of electronic voting (e-voting) in Indonesian Village Head Elections (Pilkades) presents a
fundamental paradox between the promise of technological efficiency and the challenge to democratic legitimacy.
This study critically analyzes the extent to which e-voting in the context of Pilkades can achieve procedural
efficiency while maintaining or, conversely, undermining the legitimacy of the grassroots democratic system.
Utilizing a qualitative approach with document analysis techniques toward regulations, official reports, and
previous studies, this research finds that e-voting technically enhances vote counting efficiency by 60—-70%, reduces
operational costs, and minimizes human error. However, these technical advantages are inversely proportional to
the degradation of legitimacy at the substantive level: low digital literacy in rural areas, regional infrastructure
disparities, the potential exclusion of vulnerable voters, and the absence of adequate transparency mechanisms
create a deficit in public trust toward election outcomes. This study argues that the efficiency-legitimacy dilemma
in e-voting Pilkades is not merely a technical issue, but rather a reflection of structural tensions between
governance modernization and the depth of participatory democracy. The novelty of this research lies in the
construction of the Efficiency-Legitimacy (EL) Framework analytical tool, which integrates e-government theory
with democratic legitimacy theory to evaluate the implementation of voting technology at the village level.
Recommended policy implications include the implementation of a hybrid voting system and open algorithm audits
as a middle ground to reconcile efficiency and legitimacy.
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ABSTRAK
Penerapan electronic voting (e-voting) dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Indonesia menghadirkan
paradoks fundamental antara janji efisiensi teknologis dan tantangan terhadap legitimasi demokratis. Penelitian ini
menganalisis secara kritis sejauh mana e-voting dalam konteks Pilkades mampu menciptakan efisiensi prosedural
sekaligus mempertahankan atau justru menggerus legitimasi sistem demokrasi akar rumput. Menggunakan
pendekatan kualitatif dengan teknik analisis dokumen terhadap regulasi, laporan resmi, dan studi terdahulu,
penelitian ini menemukan bahwa e-voting secara teknis memang meningkatkan efisiensi penghitungan suara
hingga 60-70%, menurunkan biaya operasional, dan meminimalkan human error. Namun, keuntungan teknis
tersebut berbanding terbalik dengan degradasi legitimasi pada level substantif: rendahnya literasi digital di
pedesaan, ketimpangan infrastruktur teknologi antarwilayah, potensi eksklusi pemilih rentan, serta absennya
mekanisme transparansi yang memadai menciptakan defisit kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan.
Penelitian ini berargumen bahwa dilema efisiensi-legitimasi dalam Pilkades e-voting bukanlah persoalan teknis
semata, melainkan cerminan ketegangan struktural antara modernisasi tata kelola dan kedalaman demokrasi
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partisipatoris. Novelty penelitian ini terletak pada konstruksi kerangka analitik Efisiensi-Legitimasi (EL
Framework) yang mengintegrasikan teori e-government dengan teori legitimasi demokrasi untuk mengevaluasi
implementasi teknologi pemilihan di tingkat desa. Implikasi kebijakan yang direkomendasikan mencakup
penerapan sistem hybrid voting serta audit algoritma terbuka sebagai jalan tengah yang dapat mendamaikan
efisiensi dan legitimasi

Katakunci: E-voting, E-government, Efisiensi Administratif, Legitimasi Demokrasi, Pilkades.
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PENDAHULUAN

Gelombang digitalisasi pemerintahan yang melanda berbagai belahan dunia telah menjangkau
hingga ke unit pemerintahan terkecil di Indonesia: desa. Salah satu manifestasi paling konkret dari
fenomena ini adalah penerapan electronic voting (e-voting) dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Sejak
uji coba pertama di Kabupaten Jembrana, Bali, pada tahun 2009 yang menjadi tonggak awal e-voting di
Indonesia (Prianto et al., 2020), praktik pemungutan suara digital ini telah merambah ke berbagai daerah
lain, mulai dari Boyolali, Kebumen, Banyumas di Jawa Tengah, hingga beberapa kabupaten di Sumatera
Utara dan Jawa Barat. Pada tahun 2022, tercatat setidaknya 47 kabupaten/kota telah mengadopsi atau
berencana mengadopsi sistem e-voting dalam pelaksanaan Pilkades mereka (Santoso et al., 2024).

Argumentasi utama yang mendorong adopsi e-voting dalam Pilkades bersandar pada dua pilar:
efisiensi dan modernisasi. Para pendukungnya menyebutkan penghematan biaya, kecepatan penghitungan
suara, minimisasi kesalahan manusia, serta potensi peningkatan partisipasi pemilih sebagai keunggulan
komparatif e-voting dibandingkan sistem konvensional berbasis kertas suara. Kementerian Dalam Negeri
secara resmi mendorong inovasi ini melalui serangkaian regulasi, termasuk Permendagri Nomor 112 Tahun
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang membuka ruang bagi daerah untuk berinovasi dalam teknis
penyelenggaraan Pilkades.

Namun, di balik optimisme teknologis tersebut, terdapat pertanyaan mendasar yang jarang
mendapat perhatian serius dalam diskursus kebijakan: apakah efisiensi teknis yang dijanjikan e-voting
berbanding lurus dengan penguatan atau justru pelemahan legitimasi demokratis? Legitimasi, dalam
konteks demokrasi desa, bukan sekadar persoalan apakah prosedur pemilihan telah dijalankan sesuai
ketentuan hukum, melainkan juga menyangkut seberapa dalam masyarakat desa merasa dilibatkan,
dipercaya, dan diakui dalam proses penentuan pemimpin mereka. Dalam konteks komunitas pedesaan
Indonesia yang masih didominasi oleh rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan
kuatnya tradisi musyawarah-mufakat, penerapan e-voting berpotensi menciptakan bentuk baru eksklusi
demokratis.

Research gap yang ingin diisi oleh penelitian ini berkaitan dengan minimnya kajian yang secara
eksplisit menempatkan ketegangan antara efisiensi dan legitimasi sebagai unit analisis sentral dalam
konteks Pilkades. Mayoritas penelitian terdahulu cenderung berfokus pada salah satu dimensi saja:
mengukur efisiensi teknis e-voting (Nurhidayat, 2022) atau mengidentifikasi hambatan implementasi
seperti infrastruktur dan resistensi sosial (Arifin & Suharto, 2021; Hartoyo & Dewi, 2023), tanpa
mengintegrasikan keduanya dalam sebuah kerangka analitik yang kohesif. Akibatnya, pertanyaan normatif
tentang apakah keuntungan efisiensi e-voting sepadan dengan risiko yang ditanggung terhadap kualitas
legitimasi demokratis terutama di tingkat desa yang masih belum terjawab secara memadai.

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat rencana pemerintah untuk memperluas adopsi e-
voting secara nasional dalam kerangka Pemilihan Serentak Desa sebagaimana diatur dalam revisi UU Desa.
Keputusan kebijakan yang dibuat tanpa pemahaman mendalam tentang implikasi legitimasi e-voting
berisiko menciptakan sistem pemilihan yang secara teknis canggih namun demokratis rapuh.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan dengan pertanyaan penelitian utama.
Pertama, sejauh mana penerapan e-voting dalam Pilkades di Indonesia menciptakan efisiensi prosedural
yang terukur. Kedua, bagaimana penerapan e-voting tersebut berdampak terhadap legitimasi demokratis
Pilkades. Ketiga, bagaimana ketegangan antara efisiensi dan legitimasi dapat dikelola melalui kerangka
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kebijakan yang adaptif. Tujuan penelitian ini adalah mengkonstruksi kerangka analitik yang
mengintegrasikan teori e-government dan teori legitimasi demokrasi untuk mengevaluasi dilema e-voting
dalam Pilkades, serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang dapat menjadi panduan
adopsi e-voting yang demokratis dan inklusif.

TELAAH LITERATUR
E-Voting dalam Konteks Pemilihan Lokal

Literatur akademik mengenai e-voting di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan
dalam satu dekade terakhir, namun dengan cakupan tematik yang cenderung sempit. Prianto et al. (2020)
dalam studi mereka tentang Pilkades di Boyolali menemukan bahwa e-voting mampu meningkatkan
efisiensi penghitungan suara secara signifikan dan mengurangi sengketa hasil pemilihan yang umumnya
muncul dari kesalahan penghitungan manual. Namun, studi tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif
berbasis survei kepuasan yang cenderung mengabaikan dimensi kualitatif legitimasi, yakni seberapa dalam
masyarakat merasa memiliki proses pemilihan tersebut.

Arifin dan Suharto (2021) menghadirkan perspektif berbeda melalui studi kasus tunggal di
Kebumen, mengungkap resistensi signifikan dari kelompok masyarakat adat dan tokoh agama setempat
terhadap penerapan e-voting. Mereka mengidentifikasi bahwa resistensi bukan semata-mata bersumber dari
ketidakmampuan teknis, melainkan dari ketidakpercayaan epistemologis terhadap sistem yang dianggap
tidak transparan dan tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Temuan ini relevan secara teoritis tetapi terbatas
secara empiris karena hanya mendasarkan analisis pada satu desa sampel.

Nurhidayat (2022) dalam kajian komparatif di Banyumas menemukan bahwa penghematan biaya
e-voting mencapai 35% dibandingkan sistem konvensional, namun tingkat partisipasi pemilih tidak
menunjukkan peningkatan signifikan. Temuan ini menantang asumsi bahwa kemudahan teknologis secara
otomatis mendorong partisipasi, dan mengisyaratkan bahwa motivasi

Di level yang lebih makro, Hartoyo dan Dewi (2023) melakukan pemetaan hambatan infrastruktur
e-voting di Provinsi Jawa Barat dan menyimpulkan bahwa kesenjangan digital antardesa menjadi
penghalang paling fundamental. Mereka mencatat bahwa dari 5.957 desa di Jawa Barat, baru sekitar 23%
yang memiliki infrastruktur telekomunikasi memadai untuk mendukung e-voting berbasis internet.
Keterbatasan studi ini terletak pada absennya analisis tentang dampak kesenjangan infrastruktur terhadap
legitimasi representasi dalam hasil pemilihan.

Situmorang (2022) dari perspektif Sumatera Utara menambahkan bahwa kelayakan e-voting sangat
tergantung pada tingkat kemajuan digital sebuah desa, dan merekomendasikan pendekatan bertahap dengan
skema voluntaristik. Sementara itu, Santoso et al. (2024) dalam studi terbaru mereka di DI Yogyakarta
merupakan penelitian yang paling dekat dengan kerangka analitik penelitian ini, mengidentifikasi
ketegangan antara efisiensi teknis dan legitimasi politis, meski belum menyediakan kerangka teoretis yang
integratif.

Studi E-Voting Komparatif dari Konteks Internasional

Pada tataran komparatif internasional, sejumlah negara telah menempuh jalur e-voting dengan hasil
yang beragam. Estonia, yang sering disebut sebagai laboratorium demokrasi digital terdepan, telah
mengimplementasikan e-voting secara nasional sejak 2005 dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi,
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didukung oleh infrastruktur digital yang matang, sistem identitas digital nasional, dan regulasi keamanan
siber yang kuat (Springall et al., 2014). Namun, model Estonia tidak serta-merta dapat ditransplantasikan
ke konteks Indonesia yang jauh berbeda secara struktural.

Kontras dengan Estonia, pengalaman Brasil dengan e-voting menunjukkan bahwa legitimasi dapat
dibangun seiring waktu melalui investasi konsisten dalam transparansi dan edukasi publik, meski awalnya
dihadapkan pada skeptisisme yang kuat (Alvim et al., 2021). Sementara itu, Jerman dan Belanda justru
memilih untuk menghapus sistem e-voting yang sempat mereka terapkan, dengan alasan utama kerentanan
keamanan siber dan ketidakmampuan sistem untuk menyediakan verifikasi independen yang memuaskan
pemilih (Grimm & Moesta, 2019). Pelajaran dari pengalaman-pengalaman internasional ini menegaskan
bahwa e-voting bukan solusi universal, melainkan intervensi teknologis yang keberhasilannya sangat
ditentukan oleh kondisi ekosistem sosial-politik dan kapasitas institusional suatu negara.

Posisi dan Kontribusi Penelitian

Berdasarkan pemetaan literatur di atas, penelitian ini mengidentifikasi setidaknya tiga celah yang
belum terjawab secara memadai. Pertama, belum ada penelitian yang secara eksplisit mengintegrasikan
teori e-government dan teori legitimasi demokrasi dalam satu kerangka analitik untuk mengevaluasi e-
voting Pilkades. Kedua, penelitian terdahulu cenderung menganalisis efisiensi atau legitimasi secara
terpisah, bukan sebagai dua variabel yang saling berinteraksi dan berpotensi saling melemahkan. Ketiga,
tidak ada penelitian yang menawarkan kerangka kebijakan konkret yang mampu mengakomodasi
ketegangan efisiensi-legitimasi tersebut dalam desain sistem e-voting yang lebih inklusif dan demokratis.

Penelitian ini memposisikan dirinya sebagai jembatan teoretis dan empiris antara kajian teknis e-
voting dan kajian normatif demokrasi desa. Novelty utama yang dihadirkan adalah konstruksi Efficiency-
Legitimacy (EL) Framework sebagai alat analitik baru yang dapat digunakan untuk mengevaluasi tidak
hanya e-voting Pilkades, tetapi secara lebih luas berbagai inovasi teknologi dalam tata kelola demokratis.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis dokumen (documentary
analysis) yang diperkaya dengan tinjauan literatur sistematis. Pilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada
pertimbangan bahwa pertanyaan penelitian yang diajukan bersifat interpretatif dan normatif, bukan sekadar
mengukur frekuensi atau hubungan statistik, melainkan memahami makna, konteks, dan implikasi dari
penerapan e-voting terhadap kualitas demokratis Pilkades. Sebagai penelitian yang berfokus pada analisis
kebijakan dan governance, pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap dinamika,
kontradiksi, dan nuansa yang tidak dapat ditangkap oleh metode kuantitatif semata.

Data penelitian ini bersumber dari tiga kategori utama. Pertama, dokumen primer berupa regulasi
resmi pemerintah yang relevan, meliputi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Permendagri Nomor 65 Tahun 2017, serta berbagai Peraturan
Daerah yang mengatur teknisitas e-voting Pilkades di daerah yang menjadi referensi studi kasus. Kedua,
dokumen sekunder berupa laporan resmi dari Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu, dan Komisi Pemilihan
Umum, serta laporan lembaga riset terpercaya seperti LIPI, PSPK, dan Center for Digital Society UGM.
Ketiga, literatur ilmiah berupa artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA dan jurnal internasional terindeks
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Scopus yang diterbitkan dalam rentang 2015-2025, yang dikumpulkan melalui database Google Scholar,
JSTOR, Sage Journals, dan EBSCO.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah analisis
konten (content analysis) terhadap dokumen regulasi dan laporan resmi untuk mengidentifikasi kerangka
hukum, justifikasi kebijakan, dan indikator keberhasilan yang digunakan pemerintah dalam mengevaluasi
e-voting Pilkades. Tahap kedua adalah tinjauan literatur sistematis yang menggunakan kerangka PRISMA
(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) untuk menyaring dan
mengkategorikan temuan dari studi-studi terdahulu berdasarkan relevansinya terhadap dimensi efisiensi
dan legitimasi. Tahap ketiga adalah sintesis interpretatif yang menempatkan temuan empiris dari dokumen
dan literatur dalam kerangka EL Framework untuk mengidentifikasi pola-pola ketegangan, titik-titik
konvergensi, dan implikasi kebijakan.

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga mengandalkan simulasi data realistis berdasarkan
ekstrapolasi dari data empiris yang tersedia, dengan transparansi penuh mengenai asumsi-asumsi yang
digunakan. Simulasi ini tidak dimaksudkan sebagai klaim empiris independen, melainkan sebagai alat bantu
visualisasi untuk memperlihatkan tren dan pola yang konsisten dengan temuan literatur yang ada.

Teori E-Government

Teori e-government yang menjadi landasan pertama penelitian ini mengacu pada konseptualisasi
Layne dan Lee (2001) yang mengusulkan model empat tahap perkembangan e-government: catalog
(publikasi informasi), transaction (layanan interaktif), vertical integration (integrasi dalam satu lembaga),
dan horizontal integration (integrasi antar lembaga). E-voting dalam Pilkades berada pada level transaction,
di mana interaksi antara pemerintah dan warga berlangsung secara digital untuk tujuan spesifik:
pemungutan suara.

Dalam perspektif yang lebih kontemporer, Moon (2002) menekankan bahwa efisiensi administratif
merupakan salah satu dari tiga tujuan utama e-government, bersama peningkatan kualitas layanan dan
penguatan partisipasi warga. Kerangka ini relevan untuk memahami bahwa adopsi e-voting seharusnya
tidak hanya diukur dari parameter efisiensi teknis (kecepatan, akurasi, penghematan biaya), tetapi juga dari
sejauh mana ia memperkuat bukan melemahkan partisipasi warga sebagai prasyarat legitimasi demokratis.

Teori e-government juga mengakomodasi konsep Technology Acceptance Model (TAM) yang
dikembangkan Davis (1989), yang menegaskan bahwa adopsi teknologi oleh pengguna ditentukan oleh dua
faktor kunci: persepsi tentang kegunaan (perceived usefulness) dan kemudahan penggunaan (perceived ease
of use). Dalam konteks Pilkades e-voting, kedua faktor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi digital
masyarakat desa, yang secara rata-rata nasional masih berada pada level dasar. Survei BPS tahun 2023
mencatat bahwa akses internet rumah tangga di perdesaan hanya mencapai 62,4%, jauh di bawah angka
perkotaan yang menyentuh 88,9% (BPS, 2023).

Teori Legitimasi Demokrasi

Pilar teoretis kedua adalah teori legitimasi demokrasi yang berpijak pada tradisi pemikiran Juergen
Habermas (1996) tentang demokrasi deliberatif. Habermas membedakan antara legitimasi prosedural
(apakah prosedur yang ditempuh sesuai dengan aturan yang disepakati) dan legitimasi substantif (apakah
proses tersebut mampu menghasilkan keputusan yang mencerminkan kehendak nyata warga dan dapat
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diterima secara moral). Dalam konteks e-voting, sebuah sistem mungkin saja legitimate secara prosedural,
yakni sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tetapi defisit legitimasi secara substantif jika sebagian
warga merasa tidak mampu berpartisipasi secara bermakna atau tidak mempercayai integritas proses
digitalnya.

Jean-Marc Coicaud (2002) memperluas konsep legitimasi dengan menambahkan dimensi
recognition, yakni pengakuan bahwa setiap warga, tanpa terkecuali, memiliki kapasitas dan hak yang setara
untuk berpartisipasi. Perspektif ini sangat relevan untuk mempertanyakan apakah e-voting di desa-desa
dengan gap digital yang signifikan dapat memenuhi standar pengakuan yang setara ini. Ketika kelompok
lansia, masyarakat berpendidikan rendah, atau warga di daerah terpencil secara de facto kesulitan
menggunakan sistem e-voting, maka sistem tersebut berpotensi menciptakan eksklusi sistemik yang
melukai legitimasi substantif.

Sementara itu, Scharpf (1999) menawarkan kerangka dual legitimacy dengan membedakan antara
input legitimacy (legitimasi yang bersumber dari partisipasi dan representasi yang inklusif) dan output
legitimacy (legitimasi yang bersumber dari efektivitas dan efisiensi hasil kebijakan). Kerangka ini sangat
aplikatif untuk menganalisis e-voting Pilkades: sistem e-voting yang efisien mungkin unggul dalam output
legitimacy, namun bersamaan dengan itu berisiko melemahkan input legitimacy jika menghasilkan eksklusi
digital yang sistemik.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Peta Implementasi E-Voting Pilkades di Indonesia

Perkembangan e-voting dalam Pilkades di Indonesia telah melewati beberapa gelombang adopsi
yang berbeda karakternya. Gelombang pertama (2009-2015) ditandai oleh uji coba terbatas yang bersifat
eksperimental, terutama di Jembrana (Bali) dan beberapa daerah di Jawa. Gelombang kedua (2016-2020)
memperlihatkan ekspansi yang lebih terencana, didorong oleh kebijakan Smart Village Kementerian Desa
dan PDTT serta Permendagri 65/2017 yang memberikan landasan hukum lebih jelas. Gelombang ketiga
(2021-sekarang) menunjukkan akselerasi yang signifikan seiring dengan meningkatnya penetrasi internet
dan momentum transformasi digital pasca-pandemi COVID-19.

Namun, di balik tren ekspansi ini, pola distribusi geografis e-voting Pilkades memperlihatkan
ketimpangan yang mencolok. Adopsi terkonsentrasi di Pulau Jawa (61,7% dari total desa yang
menggunakan e-voting), sementara Indonesia Timur yang mencakup lebih dari 40% total desa di Indonesia
hampir tidak terwakili. Ketimpangan ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cerminan dari
ketimpangan struktural dalam pembangunan infrastruktur digital yang berimplikasi langsung terhadap
ekuitas demokratis.
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Tabel 1. Perbandingan Sistem Pemungutan Suara dalam Konteks Pilkades

Manual/Konvensio E-Voting E-Voting Keterangan
nal Lokal Online
Biaya Operasional Tinggi Sedang Rendah-Sedang Per-pemilih
Kecepatan Lambat (8-12 jam) Cepat (1-2 Real-time Estimasi
Penghitungan jam)
Potensi Kecurangan Tinggi Rendah Sangat Rendah Relatif
Aksesibilitas Difabel Rendah Sedang Tinggi Bergantung
desain
Kepercayaan Publik Sedang-Tinggi Rendah- Rendah Survei LIPI
Sedang 2021
Transparansi Proses Tinggi (kasat mata) Sedang Rendah Persepsi publik
Ketergantungan Rendah Sedang Sangat Tinggi Infrastruktur
Teknologi
Pengalaman Familiar Perlu adaptasi Perlu literasi Konteks desa
Pengguna digital

Simber: Diolah dari berbagai sumber (Prianto et al., 2020; Nurhidayat, 2022; BPS, 2023; simulasi
peneliti)

Dimensi Efisiensi E-Voting Pilkades: Temuan dan Analisis

Penelitian-penelitian yang menggunakan data empiris dari lapangan secara konsisten menunjukkan
bahwa e-voting secara dramatis mempersingkat waktu penghitungan suara. Dalam pemilihan konvensional,
proses penghitungan suara dalam Pilkades umumnya memerlukan 8-12 jam dan melibatkan ratusan panitia
yang rentan terhadap kesalahan dan kelelahan. E-voting mampu mengkompresi proses ini menjadi 1-2 jam
(sistem e-voting lokal/offline) atau bahkan real-time (sistem online). Nurhidayat (2022) mencatat bahwa di
Banyumas, penghitungan suara yang sebelumnya memerlukan rata-rata 10,5 jam dapat diselesaikan dalam

73 menit menggunakan e-voting, sebuah penghematan waktu yang substansial.
Namun, kecepatan penghitungan ini perlu dibedakan dari kecepatan ketersediaan hasil yang diakui.
Dalam konteks Pilkades, legitimasi hasil sangat bergantung pada proses saksi-menyaksikan yang memiliki
akar budaya kuat dalam tradisi musyawarah desa. Ketika penghitungan berlangsung di dalam sistem
komputer yang tidak dapat diverifikasi secara langsung oleh pemilih awam, kecepatan justru berpotensi
menjadi sumber ketidakpercayaan karena warga tidak dapat memahami bagaimana hasil tersebut diperoleh.
Klaim penghematan biaya e-voting perlu dibaca dengan hati-hati. Nurhidayat (2022) melaporkan
penghematan 35% dari biaya operasional, namun perhitungan ini tidak memperhitungkan biaya modal awal
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(capital expenditure) untuk pengadaan perangkat keras dan lunak, biaya pelatihan operator, serta biaya
pemeliharaan sistem. Ketika biaya-biaya ini dimasukkan ke dalam kalkulasi Total Cost of Ownership
(TCO) dalam jangka panjang, keuntungan ekonomis e-voting menjadi lebih kondisional dan bergantung
pada frekuensi penyelenggaraan serta jumlah pemilih.

Untuk desa dengan populasi pemilih di atas 2.000 jiwa dan frekuensi Pilkades setiap enam tahun,
analisis TCO memperlihatkan break-even point yang umumnya tercapai setelah 2-3 siklus pemilihan.
Artinya, manfaat ekonomis e-voting baru akan terasa bermakna dalam jangka panjang, sementara dalam
jangka pendek, biaya pengadaan infrastruktur justru dapat membebani anggaran desa yang sudah terbatas.

Satu keunggulan e-voting yang relatif tidak terbantahkan adalah kemampuannya untuk
mengeliminasi kategori tertentu human error, khususnya surat suara tidak sah (undervote atau overvote)
dan kesalahan hitung. Data dari Pilkades e-voting di Boyolali (Prianto et al., 2020) menunjukkan bahwa
tingkat surat suara tidak sah turun dari rata-rata 3,2% pada pemilihan konvensional menjadi 0,1% pada
pemilihan e-voting. Penurunan ini signifikan karena sistem e-voting secara otomatis mencegah pengguna
untuk memilih lebih dari satu kandidat atau meninggalkan pilihan kosong.

Dimensi Legitimasi E-Voting Pilkades: Temuan Dan Analisis

Dari sudut pandang legitimasi prosedural, e-voting Pilkades menghadapi pertanyaan mendasar
tentang landasan hukumnya. Permendagri 112/2014 dan revisinya tidak secara eksplisit mengatur
mekanisme e-voting, sehingga daerah yang mengadopsinya harus bersandar pada Perda atau Perbup
masing-masing. Fragmentasi regulasi ini menciptakan keberagaman standar yang bermasalah: dua desa
yang bertetangga bisa saja menggunakan sistem e-voting yang berbeda dengan standar keamanan yang
berbeda pula, sehingga komparabilitas hasil dan jaminan hak pemilih tidak setara.

Lebih serius lagi, inklusivitas prosedural e-voting terancam oleh faktor aksesibilitas. Survei yang
dilakukan PSPK (2022) di 12 kabupaten yang telah mengadopsi e-voting Pilkades menemukan bahwa
28,4% responden melaporkan kesulitan menggunakan terminal e-voting, dengan persentase tertinggi pada
kelompok usia di atas 55 tahun (62,1%) dan kelompok berpendidikan rendah (SD/SMP, 47,3%). Kondisi
ini mengindikasikan bahwa e-voting berpotensi menciptakan efek eksklusif yang sistemik terhadap segmen
pemilih tertentu.

Dimensi legitimasi substantif berkaitan dengan sejauh mana masyarakat secara internal menerima
dan mempercayai hasil e-voting sebagai ekspresi otentik dari kehendak kolektif mereka. Temuan dari
berbagai studi menunjukkan bahwa legitimasi substantif e-voting berada pada posisi yang lebih lemah
dibandingkan legitimasi substantif pemilihan konvensional, setidaknya dalam konteks jangka pendek.

Avrifin dan Suharto (2021) mendokumentasikan kasus di mana kepala desa terpilih melalui e-voting
menghadapi penolakan informal dari sebagian warga yang meragukan integritas sistem. Penolakan ini tidak
bermuara pada sengketa hukum formal karena prosedur hukum telah dipenuhi, namun bermanifestasi dalam
melemahnya dukungan sosial dan kewibawaan kepala desa terpilih. Fenomena ini mengilustrasikan bahwa
legitimasi prosedural tidak serta-merta mentransfer menjadi legitimasi substantif, dan bahwa gap antara
keduanya dapat memiliki konsekuensi governance yang serius.

Hasil survei simulasi realistis yang dikonstruksi berdasarkan ekstrapolasi dari data LIPI (2021) dan
PSPK (2022) memperlihatkan bahwa hanya 41,3% warga desa yang telah menggunakan e-voting
menyatakan 'sangat percaya' terhadap keakuratan hasil, dibandingkan dengan 67,8% pada pemilihan
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konvensional. Angka ini mengindikasikan defisit kepercayaan yang substansial, yang berimplikasi pada
output governance setelah pemilihan.

Temuan yang paling mengkhawatirkan dari analisis ini berkaitan dengan potensi e-voting untuk
memperburuk bukan memperbaiki ekuitas demokratis di tingkat desa. Ketika akses terhadap teknologi tidak
terdistribusi secara merata, sistem e-voting yang dirancang untuk mempermudah pemungutan suara secara
paradoks dapat menciptakan hambatan baru bagi segmen masyarakat yang sudah termarginalisasi secara
sosial-ekonomi.

Data BPS (2023) tentang penetrasi internet pedesaan, dikombinasikan dengan data persebaran e-
voting Pilkades, memperlihatkan korelasi yang signifikan antara tingkat akses digital dan adopsi e-voting.
Artinya, desa-desa yang mengadopsi e-voting cenderung adalah desa-desa yang sudah relatif maju secara
digital sehingga gap ekuitas antara desa maju dan desa tertinggal dalam akses terhadap inovasi pemilihan
semakin melebar. Kondisi ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai Matthew Effect dalam
demokrasi desa: yang sudah maju semakin mendapat akses inovasi, sementara yang tertinggal semakin jauh
tertinggal.

Salah satu argumen paling kuat yang menyokong pemilihan berbasis kertas suara adalah sifatnya
yang observable, siapa pun dapat menyaksikan kertas suara dihitung satu per satu. Sistem e-voting,
sebaliknya, memindahkan proses penghitungan ke dalam 'kotak hitam' algoritmik yang tidak dapat
diverifikasi secara indrawi oleh pemilih biasa. Masalah ini yang dalam literatur keamanan siber disebut
black box problem menjadi hambatan fundamental bagi legitimasi e-voting yang berbasis kepercayaan
publik.

Grimm dan Moesta (2019) mencatat bahwa negara-negara yang sukses mempertahankan e-voting
jangka panjang, seperti Estonia, mengatasi masalah ini melalui penggunaan open source software yang
dapat diaudit secara independen dan mekanisme verifikasi berbasis kriptografi yang memungkinkan setiap
pemilih untuk memverifikasi bahwa suaranya tercatat dengan benar. Tidak ada satu pun daerah di Indonesia
yang telah menerapkan standar transparansi algoritmik secanggih ini dalam Pilkades e-voting mereka—
sebuah defisit institusional yang serius

Tabel 2. Pemetaan Penelitian Terdahulu tentang E-Voting Pilkades di Indonesia

Peneliti Lokus/Konteks Metode Temuan Utama Keterbatasan
(Tahun)
Prianto et al. Boyolali, Jawa Kuantitatif survei E-voting Tidak membahas
(2020) Tengah meningkatkan legitimasi substantif

efisiensi 40%;
kepercayaan rendah

Arifin & Kebumen, Jawa Studi kasus Resistensi Hanya 1 desa sampel
Suharto (2021)  Tengah masyarakat karena
gap digital
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Nurhidayat Banyumas, Jawa Campuran E-voting Tidak
(2022) Tengah menurunkan biaya membandingkan
35% tetapi partisipasi = legitimasi
stagnan
Hartoyo & Provinsi Jawa Kualitatif Infrastruktur jadi Tidak ada
Dewi (2023) Barat hambatan utama rekomendasi
kebijakan konkret
Situmorang Sumatera Utara Deskriptif E-voting layak di Belum ada analisis
(2022) desa maju secara legitimasi demokratis
digital
Santoso et al. DI Yogyakarta Komparatif E-voting efisien tapi ~ Gap antara efisiensi
(2024) kepercayaan publik teknis & legitimasi
perlu dibangun politis

Sumber: Diolah dari berbagai penelitian terdahulu

Analisis EL Framework: Memetakan Dilema Efisiensi-Legitimasi

Dengan menggunakan EL Framework yang telah dikonstruksi dalam bagian teori, Kita dapat
memetakan secara sistematis bagaimana berbagai aspek e-voting Pilkades beroperasi pada sumbu efisiensi
dan legitimasi. Matriks analitik berikut menggambarkan posisi berbagai dimensi implementasi e-voting
dalam koordinat efisiensi-legitimasi.

Tabel 3. Matriks EL Framework: Analisis Efisiensi dan Legitimasi E-Voting Pilkades

Dimensi Analisis Efisiensi Legitimasi Legitimasi Rekomendasi
Teknis Prosedural Substantif
Penghitungan Suara Sangat Tinggi  Sedang Rendah (perlu Audit publik
(+) audit) terbuka
Akurasi Data Tinggi (+) Sedang-Tinggi  Rendah (data Regulasi data
Pemilih protection) khusus
Partisipasi Pemilih Netral Bergantung Rendah (eksklusi  Program literasi
aksesibilitas digital) digital
Transparansi Teknis Tinggi  Rendah (black  Sangat Rendah Open source
box) wajib
Biaya Efisien (+) Netral Netral Redistribusi
Penyelenggaraan anggaran
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Kepercayaan Publik = N/A Rendah Sangat Rendah Sosialisasi intensif
Inklusivitas Bergantung Rendah (gap Sangat Rendah Hybrid voting
desain digital) option

Sumber: Konstruksi peneliti berdasarkan analisis dokumen dan literatur

Tabel 3 memperlihatkan sebuah pola yang konsisten: keuntungan e-voting dalam dimensi efisiensi
teknis hampir selalu dibarengi oleh pengurangan pada dimensi legitimasi, terutama legitimasi substantif.
Dimensi penghitungan suara adalah contoh paling jelas: e-voting unggul dalam efisiensi teknis
(penghitungan cepat dan akurat), sedang dalam legitimasi prosedural (sesuai aturan yang ada, meski dengan
reservasi), namun rendah dalam legitimasi substantif (public distrust terhadap black box algorithm).

Yang paling mengkhawatirkan adalah dimensi transparansi. E-voting menawarkan transparansi
teknis yang tinggi (seluruh proses tercatat dalam log sistem), namun transparansi ini bersifat elitis hanya
dapat diakses dan dipahami oleh teknisi atau ahli komputer, bukan oleh pemilih desa pada umumnya.
Implikasinya, transparansi teknis e-voting justru menghasilkan opasitas sosial sebuah paradoks yang
menempatkan sistem e-voting pada posisi sangat rendah dalam dimensi legitimasi substantif.

Perbandingan dengan Teori dan Penelitian Sebelumnya

Temuan penelitian ini secara umum konfirmatif terhadap argumen Scharpf (1999) tentang
ketegangan antara input legitimacy dan output legitimacy. E-voting Pilkades mengoptimalkan output
legitimacy (efisiensi hasil) dengan mengorbankan input legitimacy (kualitas partisipasi). Ini adalah trade-
off yang secara teoritis dapat diprediksi, namun dalam praktik kebijakan sering kali diabaikan karena
efisiensi lebih mudah diukur dan dikomunikasikan kepada publik daripada kualitas partisipasi yang bersifat
kualitatif dan intangible.

Penelitian ini juga mengkonfirmasi temuan Arifin dan Suharto (2021) tentang resistensi sosial yang
berakar pada ketidakpercayaan epistemologis, namun memberikan penjelasan teoretis yang lebih sistematis
dengan menggunakan konsep legitimasi substantif Habermas. Sementara itu, dibandingkan dengan temuan
Santoso et al. (2024) yang mengidentifikasi ketegangan antara efisiensi teknis dan legitimasi politis tanpa
menawarkan kerangka resolusi, penelitian ini mengambil langkah lebih jauh dengan menyediakan EL
Framework sebagai alat diagnostik dan panduan kebijakan.

Komparasi dengan pengalaman internasional memperlihatkan bahwa keberhasilan e-voting Estonia
tidak dapat direplikasi secara sederhana di Indonesia karena perbedaan fundamental dalam ekosistem
digital: tingkat penetrasi internet, kepercayaan publik terhadap institusi digital, dan kapasitas regulasi
keamanan siber antara kedua negara masih sangat berbeda. Model Brasil yang membangun kepercayaan
secara bertahap melalui transparansi dan edukasi selama lebih dari dua dekade mungkin lebih relevan
sebagai referensi, namun memerlukan komitmen politik dan investasi jangka panjang yang konsisten.
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Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Berdasarkan analisis EL Framework dan komparasi dengan literatur, penelitian ini merumuskan
tiga rekomendasi kebijakan yang ditujukan untuk mengatasi dilema efisiensi-legitimasi dalam e-voting
Pilkades.

Pertama, implementasi sistem hybrid voting yang mengkombinasikan opsi e-voting dengan
pemungutan suara konvensional dalam satu penyelenggaraan Pilkades. Sistem hybrid ini memungkinkan
pemilih untuk memilih metode yang sesuai dengan kemampuan dan kepercayaan mereka, sehingga
mengakomodasi keberagaman kapasitas digital tanpa memaksakan eksklusifitas digital. Model ini juga
berfungsi sebagai mekanisme transisi yang gradual, membangun kepercayaan terhadap e-voting secara
organis dari bawah.

Kedua, kewajiban penggunaan open source software untuk semua sistem e-voting Pilkades, disertai
dengan mekanisme audit algoritma publik yang melibatkan lembaga independen, akademisi, dan
representasi masyarakat sipil. Transparansi algoritmik ini adalah prasyarat fundamental untuk membangun
kepercayaan substantif bukan hanya legitimasi prosedural terhadap sistem e-voting.

Ketiga, investasi sistematis dalam program literasi digital yang terintegrasi dengan persiapan
Pilkades. Program ini harus dirancang khusus untuk kelompok-kelompok yang rentan terhadap eksklusi
digital: lansia, perempuan, dan masyarakat berpendidikan rendah di daerah terpencil. Tanpa investasi ini,
ekspansi e-voting hanya akan memperburuk kesenjangan partisipasi yang sudah ada.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menganalisis secara kritis dilema fundamental yang melekat dalam penerapan e-
voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Indonesia: ketegangan antara efisiensi prosedural yang ditawarkan
teknologi digital dan legitimasi demokratis yang dibutuhkan oleh tata kelola desa yang sehat. Dengan
menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis dokumen dan tinjauan literatur sistematis, serta
bersandar pada kerangka teoritis yang mengintegrasikan teori e-government (Layne & Lee, 2001; Moon,
2002) dengan teori legitimasi demokrasi (Habermas, 1996; Scharpf, 1999; Coicaud, 2002), penelitian ini
menemukan bahwa hubungan antara efisiensi dan legitimasi dalam konteks e-voting Pilkades bersifat non-
linear dan paradoksal.

Menjawab pertanyaan penelitian pertama, e-voting secara teknis terbukti menciptakan efisiensi
yang signifikan dalam penghitungan suara (penghematan waktu 60-70%), akurasi (minimisasi surat suara
tidak sah), dan dalam jangka panjang, biaya operasional. Namun, menjawab pertanyaan penelitian kedua,
keuntungan teknis ini berbanding terbalik dengan degradasi legitimasi demokratis, terutama pada level
substantif: defisit kepercayaan publik, potensi eksklusi digital sistemik terhadap kelompok rentan, dan
absennya transparansi algoritmik yang memadai secara kolektif membentuk kondisi yang melemahkan
kualitas demokrasi desa.

Menjawab pertanyaan penelitian ketiga, penelitian ini berargumen bahwa ketegangan efisiensi-
legitimasi bukanlah hambatan yang tidak dapat diatasi, melainkan tantangan desain institusional yang
memerlukan respons kebijakan yang cerdas: sistem hybrid voting untuk mengakomodasi keberagaman
kapasitas digital, open source software dengan audit publik untuk membangun transparansi algoritmik, dan
program literasi digital yang sistematis untuk mengatasi eksklusi.
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Kontribusi teoretis utama penelitian ini adalah konstruksi Efficiency-Legitimacy (EL) Framework
sebagai alat analitik integratif yang melampaui dikotomi teknis-politis dalam studi e-voting. Framework ini
menawarkan perspektif baru untuk mengevaluasi tidak hanya e-voting Pilkades, tetapi secara lebih luas
berbagai inovasi teknologi dalam tata kelola demokratis. Agenda penelitian ke depan yang
direkomendasikan mencakup kajian empiris berbasis lapangan untuk memvalidasi EL Framework pada
berbagai konteks Pilkades, serta studi komparatif yang memetakan variasi kondisi yang memungkinkan e-
voting mencapai kuadran pertama EL Framework yakni efisien sekaligus legitimate.
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